AlJami ‘ah, No. 56 Th. 1994

PAJAK DALAM PERSPEKTIF
FIQH ISLAM

Oleh : A. Malik Madaniy

Dalam perjalanan sejarah Islam yang panjang, telah dikenal beberapa
sumber pendapatan dan keuvangan negara (al-mawarid al-maliyvah i
al-dawlah). Sebagiannya bersifat rutin (dawriyyah) yakni zakat, kharaj (pajak
bumi), jizvah (pajak jaminan keamanan atas non Muslim) dan ‘usyuwur (pajak
ckspor dan impor) ; sedangkan scbagian yang lain bersifat insidental (ghayr
dawriyvah) yakni seperlima harta rampasan perang (ghanimah dan fay’),
seperlima hasil tambang (a'adin) dan harta karun (rikaz), harta peninggalan
orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta temuan dan segala bentuk harta
yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya.'

I

Kitab-kitab figh yang ada ---baik klasik maupun modern--- telah cukup
rinci membicarakan sumber-sumber pendapatan negara tersebut di atas. Suatu
hal yang sudah cukup dipahami ialah bahwa tidaklah semua sumber
pendapatan itu ditetapkan berdasarkan nash-nash syara’ (manshush 'alayha),
melainkan sebagiannya ditetapkan berdasarkan ijtihad, sejalan dengan
perkembangan dan tuntutan kehidupan pada setiap masa.’ Sebagai contoh,
pemungutan kharaj pertama kali dilakukan di masa khalifah 'Umar ibn al-
Khaththab, berdasarkan hasil ijtihadnya yang kemudian diterima oleh para
shahabat jvang lain, sehubungan dengan wilayah taklukan di Iraq (Sawad
al-"Iraq).” Demikian pula pemungutan 'usyuur, ditetapkan oleh khalifah yang
sama, setelah menerima laporan dari Abu Musa al-Asy’an r.a. dan surat dari
penduduk Manbij. Keputusan memungut 'wsywur inipun ditetapkan *Umar
melalui musyawarah dengan para shahabat Nabi yang lai nt

*Abd al-Wahhab Khallaf, al-Siyasah al-Syar'iyyah, (al-Munirah: Mathba'ah
al-Taqaddum, 1977), hal. 114.

2Ibid, hal.102-103.

3A1-Qadli Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), hal. 26-27.
Bandingkan pula dengan : Ibrahim Fuad Muhammad Ali, Al- Mawarid al-Maliyyah fi al-Islam,
(Mesir: al-Anglo al-Mishriyyah, 1972), hal. 159-162.

4 Abu Yusuf, Kitab, hal. 135.
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Dalam pada itu, sejalan dengan perkembangan zaman dan kompleksitas
kehidupan, muncul pula bentuk-bentuk pungutan di luar apa yang telah
disebutkan di atas, yang kemudian dikenal dengan istilah pajak (dl/aribah).
Yang disebut terakhir ini adalah pungutan yang dilakukan penguasa dari
rakyatnya dengan mengatasnamakan kepentingan umum atau negara. Sejalan
dengan perkembangan kehidupan pula, jenis-jenis pajakpun semakin
berancka. Kendati pungutan pajak semacam ini telah meluas dilakukan dn
dunia sejak masa-masa sebelum Islam, khususnya di Romawi dan Pcrsna,
namun kemunculannya di dunia Islam untuk pertama kali sulit untuk
diketahui dengan pasti. Menurut *Abd al-Rasyidun, ketika kebutuhan dan pola

kehidupan masih sangat sederhana (al-badawah), keperluan akan sumber
pendapatan negara yang lain masih belum dirasakan. Hal ini disebabkan pula
karena harta kekayaan negara cukup besar, yakni setelah berhasilnya berbagai
penaklukan yang dilakukan pada masa khalifah "Umar. Dengan cara
pembelanjaan harta yang cermat dan efisien serta memegang teguh sifat
amanah --- baik oleh para khalifah, pejabat dan para petugas negara --- situasi
keuangan negara berlangsung dengan baik. Dengan demikian, belum terdapat
kebutuhan mendesak untuk membebani rakyat dengan pungutan-pungutan
lain yang memberatkan.

Akan tetapi pada masa sesudahnya —- masa pemerintahan Bani
Umayyah --- situasi telah berubah. Telah terjadi apa yang digambarkan
Khallaf sebagai al-intiqal min al-badawah ila al-hadlarah wa min al-khilafah
ila al-mulk. Maka menjadi besarlah biaya hidup para khalifah, pejabat dan
petugas negara. Beaya-beaya perang untuk memadamkan berbagai
pemberontakan di dalam negeripun menjadi begitu besar. Semua itu memaksa
penguasa untuk menetapkan berbagai bentuk pajak yang tidak pernah dikenal
sebelumnya, seperti pajak yang dikenakan pada perahu-perahu yang melintas
(dlaraib ‘ala murur al-sufun fi al-ma’) dan pajak perikanan (dlaraib
al-asmak). Kendatipun hal itu dilakukan dengan bentuk-bentuk kekejaman
dan intimidasi, namun ternyata tidak bermanfaat dalam menjaga
keseimbangan moneter, bahkan sebaliknya justeru semakin menanamkan rasa
antipati di kalangan mkyal.

Memang tidak semua khalifah Bani Umayyah bersikap seperti itu.
Khalifah *Umar ibn 'abd al-’Aziz yang dikenal sebagai Khamis al-Khulafa'
al-Rasyidin telah melakukan berbagai koreksi dan perbaikan terhadap sistem

M. Dliyah’ al-Din al-Rayes, Al-kharaj fi al-Dawlah al-Islamiyyah, (Cairo : Nahdlah
Mishr, 1957), hal. 24-82.

®Khallaf, Al-Siyasah, hal. 144-148.
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pemerintahan generasi tua pendahulunya, baik dalam hal macam-macam pajak
yang dipungut, cara pemungutannya dan cara pembelanjaannya.

Tentang hal yang terakhir ini, beliau dikenal sebagai khalifah yang
menekan sekecil mungkin pengeluaran negara.

Apalagi untuk kepentingan pribadinya. Ibn 'Abd Rabbih dalam A/- 'Iqd
al-Farid ---seperti dikutip oleh Al-Rayes--- menulis:
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Walhasil, kepribadian yang bersih dan rasa tanggung jawab yang besar
terhadap rakyat yang diamanatkan Allah atas dirinya telah mendorong 'Umar
ibn "Abd al-Aziz untuk bersikap seperti yang dikisahkan oleh Abu Yusuf dan
[bn al-Atsir berikut ini. Dikisahkan bahwa Fathimah -—puteri beliau---
menemui ayahnya yang sedang munajat di mushallanya. Sang puter
terperanjat melihat air mata meleleh di pipi sang ayah. ketika sang puteri
bertanya tentang apa yang terjadi, sang ayah ("Umar) menjawab :
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Akan tetapi keadaaan yang menggembirakan ini tidak berlangsung lama.

Seperti dinyatakan oleh Al-Rayes, situasinya mulai berubah, kembali ke

masa-masa scbelumnya, begitu khalifah yang bijak bestari ini mangkat.
Berbagai bentuk kezaliman dalam pemungutan pajak berulang kembali.’

Nampaknya khalifah-khalifah Bani ’Abbas cukup jeli dalam menangkap

" Al-Rayes, Al-Kharaj, hal. 224.
*bid. Riwayat Abu Yusuf sedikit berbeda dari segi sumber berita dan redaksi cerita. Lihat
: Abu Yusuf, Kitab, hal. 17

°Al-Rayes, Al-Kharaj, hal. 229.
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berbagai keresahan rakyat atas perlakuan penguasa Bani Umayyah
sebelumnya. Mercka berusaha keras mengambil hati rakyat dan menggalang
dukungan dari mereka. Untuk itu mereka mencurahkan perhatian pada aspek
keuangan negara. Mereka lakukan pengawasan yang keras terhadap para
petugas pajak (jubat al-amwal), agar mereka tidak berbuat sewenang-wenang,
Dampak dari kebijaksanaan yang baik ini nampak pada situasi keuangan
negara yang mulai membaik, sehingga pada masa khalifah Harun al-Rasyid,
khalifah meminta pada qadlinya, Abu Yusuf, untuk menyusun suatu tata
awran syar’i yang adil dalam pemungutan kharaj, 'usyuur dan shadaqat
(zakat), yang tidak sewenang-wenang terhadap para pemilik harta, tapi juga
lidak mengabaikan kepentingan umum. Dalam rangka itulah Abu Yusuf
~-yang dikenal sebagai Shahib al-Imam Abi Hanifal-— menyusun Kitab
monumentalnya, A!—Khara{', yang oleh Khallaf digambarkan scbagai khayr
asas li nidham maliy ‘adil. &

Harun al-Rasyid nampaknya cukup konsisten dalam mengaplikasikan
pemikiran Abu Yusuf ini, sehingga kekayaan negara dan rakyat melimpah
sedemikian rupa, yang membuat cerita-cerita yang menggambarkan hal itu
hampir-hampir sulit dipercaya (/la takad tushaddaq). Hanya saja setelah
tanda-tanda kelemahan mulai menyusup dan pemberontakan-pemberontakan
dalam negeri berkecamuk, keuangan negara Bani 'Abbas mengalami
kegoncangan seperti apa yang pemah dialami oleh keuangan negara Bani
Umayyah sebelumnya. Dalam penetapan dan pemungutan pajak tidak lagi
sislem yang diperhatikan. Kemaslahatan rakyatpun sudah tidak lagi menjadi
pertimbangan. Demikian pula setelah negara Islam terpecah menjadi beberapa
negara, tidak satupun dari negara-negara itu menjalankan sistem keuangan
negara yang sesuai dengan aturan syar’i.

11

Dengan citra perpajakan yang tidak selalu simpatik dalam perjalanan
sejarahnya, khususnya dalam sejarah pemerintahan Islam ---seperti telah
dipaparkan di atas—- dapat dipahami apabila di kalangan ulama Islam muncul
pendapat yang mempertanyakan, dan bahkan menolak keabsahan pajak yang
dipungut pemerintah yang sedang berkuasa. Menurut mercka, pada harta
orang Muslim, tidak ada kewajiban seclain dari zakat. Hadits yang
dinwayatkan dari Ibn Majah dengan lafadh yang tegas yang seringkali mereka

kutip adalah : i ai b Hoth, o
8l g 2

19 hallaf, Al-Siyasah, hal.149.

"rbid,
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Akan tetapi terhadap hadits ini Al-Nawawi dalam A/-Majmu’
memberikan komentar :

12 l/' ( i, ”"4_4

Komentar-komentar yang hamplr senada diberikan pula antara lain oleh
Al-Baihaqi, Al-'Iraqi dan puteranya Abu Zur’ah. Di kalangan kritikus hadits
masa kini, telah tampil Al-Syaikh Ahmad Syakir yang menilai bahwa lafadh
laysa mempakan tambahan para penulis naskah (manuskrip) dari Sunan Ibn
Majah

Memang betul bahwa terdapat hadits-hadits lain yang mengarah kepada
pengertian yang sama, namun sebagian besar hadits-hadits itu tidak sepi dari
kritik, baik tentang kelemahan sanadnya maupun tentang kemawqufannya.
Hanya ada dua hadits riwayat Al-Syaikhan yang memang tidak perlu
dipertanyakan lagi keshahihannya yang masing-masing menceritakan jawaban
Nabi terhadap pertanyaan seseorang tentang apa yang wajib ia amalkan
sebagai seorang Muslim. Ketika dijelaskan kepadanya kewajiban zakat, orang

tersebut bertanya lagi : U %,
q L] .2 cak A
oy e ja

5339

Terhadap kedua hadlls ini Al-Qardlawi mengemukakan suatu
penakwilan bahwa maksudnya adalah zakat merupakan hak yang rutin yang
telah ditentukan batasnya dan bersifat tetap melekat pada harta. Ia wajib
ditunaikan walaupun seandainya tidak ada lagi orang fakir yang berhak
menerima bantuan atau tidak ada lagi kebutuhan yang memerlukan
pemenuhan. Hal ini berbeda dengan hak-hak lain di luar zakat yang
merupakan huquq thariah ghair tsabitah dan kadamyapun tidak selalu tetap,
melainkan bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi di setiap
zaman dan tempat.

Jauh sebelum itu, Ibn Taimiyyah memberikan tafsiran lain ketika
menghadapi hadits populer yang telah dikritik oleh para ahli, seperti tersebut

Nabi menjawab :

12Al-Imam al-Nawawi, Al-Majmu’": Syarh al-Muhadzdzab V, (Cairo: Idarah al-Thiba’ah
al-Muniriyyah, t.t), hal. 332,

3Berbagai penilaian yang melemahkan nilai hadits dimaksud dapat dibaca dalam ; Yusuf
al-Qardlawi, Figh al-Zakat II, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), hal. 966- 967.

14 l-Imam al-Bukhari, Matn al-Bukhari bi Hasyiyah al Sindt I, (Cairo: Isa al-Babi
al-Halabi, t.t.), hal.17-18. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Thalhah ibn 'Ubaidillah.
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sebelumnya. Tafsiran ini mungkin dapat juga digunakan untuk memahami
hadits-hadits lain yang senada. Ibn Taimiyyah menulis :

,\ﬂ._',l\.;_,.-,jd‘ ,/. .,:.’/ "J.’.J._;l' o\Q)‘JymM’
‘JU.i AR ! ’“§I__,

/..,

Di samping beralasan dengan hadits-hadits dl atas, para penentang
keabsahan pajak mengajukan pula ---sebagai argumentasi--- suatu prinsip
pokok dalam Islam yakni penghormatan terhadap hak milik pribadi (iktiram
al-milkiyyah al-syakhshiyyah). Dengan prinsip ini ---menurut mereka--- tidak
halal bagi siapapun untuk mengambil harta seseorang kecuali dengan kerelaan
hati pemiliknya. Termasuk dalam pengertian yang tidak halal di sini adalah
pemungutan pajak. Sebab, betapapun pajak itu dicarikan alasan
pembenarannya, pajak itu pada esensinya tetap merupakan pengambilan
scbagian harta secara paksa dari para pemiliknya.

Terhadap argumentasi ini, dapat diajukan beberapa bantahan. Antara
lain kita dapat mengatakan bahwa penghormatan Islam terhadap hak milik
pribadi tidak meniadakan adanya hak-hak yang berkaitan dengan harta, baik
hak-hak orang fakir dan kaum lemah sebagai konsekuensi dari wkhuwah
insaniyyah dan wkhuwwah diniyyah, maupun hak-hak masyarakat secara
umum. Bahkan sebelum semuanya itu, terkait pula hak Allah sebagai pencipta
dan pemberi anugerah harta itu dan yang pada hakekatnya merupakan
pemiliknya, Oleh karena itu, apabila di sebuah negara Islam terdapat
orang-orang yang membutuhkan harta, atau kepentingan orang banyak dan
ketenteramannya secara militer dan ekonomi menuntut penyediaan sejumlah
besar harta, atau usaha penycbaran risalah Islam memerlukan pembeayaan
yang tidak kecil, padahal harta kekayaan zakat tidak mampu menutupinya,
maka merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Islam pada harta
orang kaya untuk dimanfaatkan dalam rangka merealisir kewajiban negara
dimaksud. Hal ini sesuai dengan kacdah yang populer:

q...,—l_,_,p ‘L.igl n..:-\_,“

Dalam hubungan ini beberapa ulama terkemuka telah memberikan
pcncgasanm'a Sebagai contoh, Al-Imam al-Ghazali menulis antara lain :

G IV WP H Pt TV < PO O AP PP ST

16

" Al-Qardlawi, Figh, hal. 991.
'%/bid, hal. 1093-1094.
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Pada bagian lain dari pernyataannya, Al- Gha:r.a]i menulis :
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Dcmlklan pula muffasir terkemuka, Al-Qunhubn menegaskan bahwa hal
semacam itu sudah merupakan kesepakalan para ulama. la menulis :

SAG 52 L i 3G - 1.\.-”.’.&...1\..' 24 Cj”\flﬁJZ'Lid‘“"
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Di samping itu terdapat pula pemyataan-pemyataan senada, antara lain
dari  Al-Imam al-Ramli al-Syafi’i, Al-Nawawi al-Syafi’i, Ibn al-’Arabi
al-Maliki dan Al-Syathibi al-Maliki. Yang dikenal scbagai ulama yang paling
lantang menyuarakan hal ini adalah Ibn Hazm al-Dhahiri.*’

Kembali kepada kupasan argumentasi para penentang pungutan pajak,
kita jumpai pula mercka beralasan dengan hadits-hadits yang mencela al-maks
dan melarang ‘wsyuwr. Di antara hadits-hadits itu adalah riwayat Abu Dawud
berikut : 21 i o /" i:j:‘,,,,/

- Y
Juga riwayat Ahmad :

R A

17Al-Imam al-Qhazali, Al-Mustashfa min 'llm al-Ushul I, (Beirut : Dar al-Fikr, t.L), hal.
304.

'%1bid, hal. 305.
“AI-Qu'lhubi. Al-Jami 'li Ahkam al-Quran I1, (Cairo : Dar al-Kutub, t.t.), hal. 223,

20p ernyataan tokoh-tokoh tersebut dapat diperiksa dalam kutipan Al- Qardlawi, Figh, hal.
981-987.

21 A 1. Hafidh al-Dzahabi, Al-Kabair, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 115,
22 A hmad ibn Hanbal, Al-Musnad I11, (Beirut: Dar shadir, t.L.), hal. 474.
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Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Qardlawi, dengan penelitian yang
seksama, nampak dengan jelas bahwa kebanyakan hadits-hadits yang mencela
al-maks tidak dapat dipertanggungjawabkan keshahihannya. Adapun
hadits-haditsnya yang shahih, maka tidak mengandung penegasan tentang
larangan memungut pajak secara mutlak. Sebab kata a/-maks tidak memiliki
satu pengertian yang tertentu, schingga bisa saja diartikan sebagai pajak atau
pungutan sewenang-wenang yang mendominasi dunia pada masa munculnya
Islam. Pajak seperti itu dipungut secara tidak hak dan dialokasikan untuk
hal-hal yang tidak benar. Pembebanan pajak semacam ini tidak pula dilakukan
secara adil dan pemanfaatannyapun bukan untuk kepentingan rakyat
melainkan untuk kepentingan dan hawa nafsu para raja dan kaki tangannya.

Dengan demikian, maka pajak yang ditarik dengan memegang teguh
prinsip keadilan dan kebenaran, tidak termasuk dalam pengertian al-maks
yang tercela,

Dalam hubungannya dengan hadits-hadits yang melarang 'wsywur, maka
disamping tidak shahih, pengertian yang ditunjukkan tidak hanya satu.
Al-Qardlawi telah mengutip penakwilan Abu ’‘Ubaid, pengarang Kkitab
Al-Amwal, dan Al-Tirmidzi, pengarang Kkitab Sunan, yang semuanya
menunjukkan bahwa hadits itu tidak dapat dijadikan sandaran bagi
pengharaman pungutan pajak yang adil dari kaum Muslimin.??

Dengan memahami berbagai kelemahan yang ada pada argumentasi
yang diajukan oleh pihak penentang pajak, maka wajar apabila di kalangan
ahli figh Islam telah lama --pula muncul pendapat yang membolehkan
pemerintah melakukan pemungutan pajak, walaupun tidak dengan istilah yang
populer sckarang, yakni dlaraib (jamak dlaribah). Sebagian ulama
Malikiyyah menyebut pajak dengan istilah al-wadhaif atau al-kharaj.**
Sebagian ulama Hanafiyyah menyebutnya dengan istilah al-nawaib,
sementara sebagian ulama Hanabilah menyebutnya dengan al-kulaf
al-sulthaniyyah.

Sebagai contoh, Abu Ja’far al- Balkhi al-Hanafi menegaskan :

o L 1 p B P /I, 7 Pl o Tl "
oo iy L orlo Lo Tl s :,_ ‘\:I,;.A,_, ‘chw" o\

o K8 26 1 A2 e Ay ”_,::,Cjé'_-.;g LJ..LK
a h Loz }/o q’ e/"’

B Al-Qardlawi, Figh, hal. 1094-1100.

*Bahwa dalam realita penggunaan, lafadh kharaj mempunyai makna yang umum, yvakni
segala macam sumber Keuangan negara yang tidak terbatas pada pajak bumi seperti dalam
pengertiannva yang khusus, dapat dibaca pula uraian A/-Siyasah, hal.122.
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Ibn 'Abidin ---setclah mengutip pendapat itu dalam Radd al-Muhtar---

memberikan komentar:
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Al-Syaikh al-Malaqi al-Maliki juga menyatakan :
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Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar

kebolehan memungut pajak bagi pemerintah adalah kemaslahatan umum.

Dalam kaitan ini figh Islam memang telah mengenal apa yang disebut dengan
istilah sivasah syar'iyyah yang diartikan sebagai :
A 2]
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Kebijaksanaan memungut pajak yang adil oleh pcmcnnlah sangat lepat
untuk disebut sebagai sivasah syar iyyah, karena walaupun kebijaksanaan itu
didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan, namun tidak ada dalil khusus
vang memerintahkan atau membolehkannya. Yang ada dan populer
dikemukakan dalam hal pemungutan pajak hanyalah dalil-dalil yang bersifat
umum, antara lain ayat al-birr (al-Bagarah ayat 177) dan ayat 59 al-Nisa’
tentang perintah taat kepada wlu al-amr. Untuk memperkuat semua itu
dikemukakan pula berbagai kaidah hukum Islam dan alasan-alasan logika,?’

Atau seperti diungkapkan olch pengarang A/-Bahr :

I

Suatu hal yang harus menjadi perhatian kita sehubungan dengan
kebolechan bagi pemerintah untuk memungut pajak dari rakyatnya dan
kewajiban rakyat untuk mentaatinya adalah bahwa pungutan itu harus

B Al-Qardlawi, Figh, hal. 1100-1102.
1K hallaf, Al-Siyasah, hal. 4.
*"periksa misalnya: Al-Qardlawi, Figh, hal. 1073-1078.
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benar-benar didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan yang benar-benar riil
(muhagqaqah), bukan kemaslahatan yang semu. Kaidah hukum Islam yang
populer menegaskan :

ot ﬂ’ P o = 0
P AT L 2T (S

Harus diakui bahwa dalam menilai sesuatu sebagai mashlahah atau
mafsadah, seringkali terjadi kesimpangsiuran. Bahkan tidak jarang terjadi
setiap keputusan yang diambil penguasa selalu diklaim sebagai didasarkan
atas pertimbangan kemaslahatan. Padahal kalau ditinjau dengan jujur dan
teliti, nampak dengan jelas bahwa kemaslahatan yang dimaksud tidak lebih
dari sckedar kemaslahatan pribadi atau segelintir orang. Sedangkan
kebanyakan orang, justeru merasakannya sebagai mafsadah yang nyata.
Terlebih lagi dengan mengacu kepada teori sosiologi bahwa kekuasaan
cenderung untuk semena-mena, maka segala cara harus diambil untuk
mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecenderungan terscbut. Di dalam

sislem penetapan hukum Islam, upaya seperti ini disebut dengan sadd al
dzari'ah.

Dalam konteks inilah dapat kita pahami ungkapan para ulama yang
membolehkan pajak yang sebagiannya telah dikutip sebelumnya. Di situ kita
jumpai ungkapan hadza amr yu'raf'wa la yu'arraf yang tujuannya adalah agar
hukum kebolehan itu tetap hanya diketahui oleh para fugaha dan murid-murid
mereka, bukan untuk dipublikasikan kepada penguasa dan para pembantunya.
Sebab jika hal yang terakhir ini yang terjadi dikhawatirkan terjadinya
penvalahgunaan oleh penguasa untuk kepentingan legitimasi bagi
penambahan beban pajak dari kadar yang seharusnya, sehingga memberatkan
rakyat tanpa alasan yang dapat diterima.?

Meskipun peringatan yang terkandung dalam ungkapan di atas, sulit
untuk dapat dipenuhi pada masa sekarang ini, namun setidak-tidaknya hal itu
dapat selalu mengingatkan kita bahwa kebolehan memungut pajak bagi
penguasa bukannya tanpa syarat. Al-Qardlawi berusaha merumuskan empat
syarat bagi pajak vyang dianggap adil, schingga wajib didukung
pelaksanaannya oleh rakyat. Sebagian syarat itu berkaitan dengan aspek sifat
pajak itu sendiri, yakmi tentang latar belakang pemungutannya, cara
pembebanannya dan cara pembelanjaannya; sedangkan sebagian yang, lain
menyangkut aspek prosedur penetapan aturan r,-ervundzmg-undangannya.3

by Nujaim al-Hanafi, Al-Asybah wa al-Nadhair, (Beirut: Dar al- Kutub al-"limiyyah,
1985), hal. 123.

¥ Al-Qardlawi, Figh, hal. 1101.
rbid, hal. 1079-1085.
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Untuk aspek yang pertama ditegaskan bahwa pajak harus didasarkan
atas desakan kebutuhan yang hakiki kepada harta, sedangkan sumber
pemasukan lain tidak memungkinkan. Untuk negara yang sedang berkembang
dengan jumlah penduduk yang sangat besar seperti Indonesia, syarat pertama
ini agaknya tidak terialu sulit untuk dipenuhi.

Syarat berikutnya adalah keadilan dalam pembagian beban tanggung
jawab pajak di kalangan para wajib pajak. Keadilan di sini tidak harus
diartikan sebagai penyamarataan antara semua tingkatan wajib pajak,
melainkan harus disesuaikan dengan faktor kemampuan dan kepantasan
(ma ‘ruf).

Kemudian disyaratkan pula bahwa hasil pungutan pajak harus benar-
benar dialokasikan pada proyek-proyek yang membawa kemaslahatan bagi
umat, bukan pada proyek-proyek kemaksiatan dan hawa nafsu.

Memang untuk kedua syarat terkhir ini, tidak mudah untuk
merealisirnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu lembaga yang mewakili
kepentingan rakyat dalam prosedur pembuatan aturan perundang-undangan
tentang perpajakan yang sekaligus pula berfungsi sebagai pengawas terhadap
pelaksanaan peraturan itu oleh pemerintah. Inilah yang dimaksud dengan
syarat muwafaqah ahl al-syura wa al-ra'y fi al-ummah olch Al-Qardlawi.

Dengan syarat terakhir ini, peraturan perundang-undangan tentang
perpajakan harus digodok melalui pembahasan yang benar-benar demokratis
di lembaga perwakilan rakyat. Sifat demokratis ini wajib ditekankan, karena
semata-mata adanya lembaga perwakilan tidak selalu berarti semuanya telah
berjalan dengan sistem dan dalam suasana yang demokratis. Mutlak
diperlukan sistem, iklim dan budaya demokrasi bagi pencapaian syarat
tersebut di atas.

Dalam hubungannya dengan hal yang terakhir ini agaknya sangat layak
untuk kita renungkan ucapan Muhammad ’Abduh ketika menggambarkan
bentuk keputusan ahl/ al-hall wa al-'agd yang bukan hanya boleh bahkan
wajib ditaati oleh rakyat, sesuai dengan perintah untuk taat kepada wlu al-amr
dalam ayat 59 surat al-Nisa’. ’Abduh berkata :

Pl vy o A, o/"a/r}
/f 4_..9‘_,.:5 MQ\EJLNMJI \ons “;\W L’. _’J)
J“/ s VTP 4 R i P x -t
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M. Rasyid Ridla, Tafsir al-Manar V, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1973), hal. 181.
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Akhimnya penulis perlu menyatakan bahwa artikel ini tidak berpretensi
untuk menilai sejauh mana keempat syarat di atas telah terpenuhi atau belum
dalam peraturan perpajakan dan pelaksanaannya di Indonesia. Yang menjadi
tumpuan perhatian bahasan hanyalah upaya memaparkan sejauh mana figh
[slam telah mendudukkan pajak pada proporsinya. Paparan tentang hal inipun
mungkin masih sangat jauh dari kadar yang seharusnya. Namun demikian,
sekecil apapun, diharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat. Amin

Wallah al-Muwaffiq
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